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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana 
Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Halmahera Tengah. 

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a tersebut di atas dan dalam rangka 
mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan 
atau teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Halmahera Tengah dalam meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat di bidang persampahan 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Halmahera Tengah tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 
Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Halmahera Tengah: 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke Dua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan 
Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 
89 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Tengah; 

Menimbang 

BUPATI HALMAHERA TENGAH, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT 
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS 
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 

TENTANG 

BUPATIHALM~HERATENGAH 
PROVINS! MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH 
NOMOR 51 TAHUN 2023 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 69); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore 
Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3420); 

Mengingat 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 
1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 
13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah 
Tahun 2020 Nomor 1); 

15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor SK.651/Menlhk/Setjen 
/Kum.1/8/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan 
Pemerintahan Daerah Di Bidang Lingkungan Hidup Dan 
Bidang Kehutanan: 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451}; 

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor 
P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan 
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan 
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan 
Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. 
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah. 
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Tengah. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera 

Tengah. 
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT, adalah organisasi yang 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang pada Dinas atau Badan Daerah. 

7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah, selanjutnya disingkat UPT 
Pengelolaan Sampah adalah UPT pada Dinas Lingkungan Hidup yang 
melaksanakan kegiatan Teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis 
penunjang Dinas. 

8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Halmahera Tengah. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang 
berbentuk padat. 

11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 

12. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat 
untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. 

13. Landfill adalah penimbunan sampah pada suatu lubang tanah. 
14. Sanitary Landfill adalah sistem pengelolaan (pemusnahan) sampah dengan 

cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, 
dan kemudian menimbunnya dengan tanah. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH 
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN 
HALMAHERA TENGAH. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

17. Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 89 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Halmahera Tengah (Berita Daerah 
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021 Nomor 548); 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT 
Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan manajemen pengelolaan sampah di TPA meliputi proses 

penimbangan sampah, pemilahan sampah tahap akhir dan pengolahan 

Pasal 5 

UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas 
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan 
TPA sampah. 

Pasal 4 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

Pasal 3 

(1) UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional dalam penyelenggaraan 
di bidang pengelolaan TPA sampah. 

(2) UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah 
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Tengah Kelas B. 

Pasal 2 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

15. Lindi adalah limbah cair yang timbul akibat masuknya air ekstemal ke dalam 
timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi-materi terlarut, 
termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis. 

16. Gas metan adalah suatu gas yang disebabkan oleh limbah (sampah) yang 
diuraikan bakteri. 

17. Pirolisis adalah dekomposisi kimia bahan organik melalui proses pemanasan 
tanpa atau sedikit oksigen atau reagen lainnya, di mana material mentah akan 
mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. 

18. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi 
bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat 
menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang 
baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, Kerusakan Lahan, 
dan emisi gas jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. 
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( 1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf a mempunyai 
tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam 
penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan TPA sampah. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
UPT menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pengelolaan TPA 

sampah; 
b. penyusunan petunjuk teknis penunjang tertentu; 
c. pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pengelolaan TPA sampah; 
d. pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas UPT; 
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dibidang 

pengelolaan TPA sampah; 

Pasal 7 

BABV 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

( 1) S usunan Organisasi UPT Pengelolaan Sampah terdiri da:ri : 
a. Kepala UPT; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

sampah (pengolahan kembali secara fisik, pengolahan biologis dan pengolahan 
kimiawi) serta pemrosesan akhir sampah di landfill dengan menerapkan 
sanitary landfill; 

b. pelaksanaan pengolahan sampah (pengomposan, budidaya cacing, budidaya 
sayap lalat hitam, daur ulang materi (pencacahan plastik) dan mengubah 
sampah menjadi sumber energi (proses pirolisis menjadi bahan bakar minyak, 
mengubah gas metan sebagai biogas dan listrik); 

c. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan 
sel sampah, pengolahan lindi, penanganan gas metan); 

d. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung 
infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas operasional, dan fasilitas penunjang) 
TPA; 

e. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pengolahan dan 
pemrosesan akhir TPA; 

f. tempat pembelajaran pengelolaan sampah; dan 

g. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas 
dan fungsinya. 
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(4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional ditetapkan 
oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan. 

(5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Pasal 9 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf b terdiri dari : 
a. Jabatan Fungsional Keahlian; 
b. Jabatan Fungsional Keterampilan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri. 

(3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 

BAB VII 
Kelompok Jabatan Fungsional 

(1) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah adalah Jabatan Struktural IV /a 
(2) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan pegawai 

Pasal 8 

BAB VI 
ESELONERING, PENGANGKATAN 

DAN PEMBERHENTIAN 

(3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT dibantu oleh beberapa jabatan 
pelaksana. 

f. pelaksanaan input data yang tersedia sebagai rekapitulasi data secara 
berkelanjutan; 

g. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data volume 
sampah; 

h. pembuatan laporan kegiatan UPT pengelolaan sampah secara berkala 
sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

1. pelaksanaan tempat pembelajaran pengelolaan sampah; 
j. pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, 

kearsipan dan urusan rumah tangga; 
k. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian; 
1. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; 
m. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan 

kantor; 
n. pelaksanakan kegiatan ketatausahaan; 
o. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada kepala 

dinas. 
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Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan 
Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. 

(5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
kepada atasannya. 

(6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(7) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 

(8) Kepala UPT mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugas bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prmsrp koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya. 

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, menerapkan sistem pengendalian 
internal di lingkungannya. 

(3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan 
dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan. 

Pasal 11 

BAB IX 
TATAKERJA 

Pasal 10 

(1) Wilayah kerja/unit kerja non struktural dapat dibentuk untuk menjangkau 
pelayanan dan memudahkan pelaksanaan tugas UPT. 

(2) Wilayah kerja/unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari jabatan fungsional atau 
pegawai ASN lainnya, yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada 
Kepala UPT. 

(3) Wilayah kerja/unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku. 

BAB VIII 
WILAYAH KERJA/UNIT KERJA NON STRUKTURAL 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 
646 

YANTO M. ASRI 

Diundangkan di Weda 
Pada tanggal 20 September 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, 

Ditetapkan di Weda 
Pada tanggal 20 September 2023 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera 
Tengah. 

Pasal 13 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 
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JABATAN PARAF 
SEKDA I 
ASISTEN I 

KABAG HUKUM DAN HAM /fJ. 
KADIS LINGKUNGAN HIDUP 

KEPALA UPT 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH 
51 TAHUN 2023 
20 SEPTEMBER 2023 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH 
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN 
HALMAHERA TENGAH 

LAMPI RAN 
NO MOR 
TANGGAL 
TENTANG 


